DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN KULON PROGO

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo




Apa itu P3DN ?

P3DN atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat

agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan
produk impor.



Apa perlunya P3DN ?

= Meningkatkan penyerapan produk industri dalam negeri
= Penyerapan tenaga kerja

= Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
 Penghematan devisa

= Mengurangi ketergantungan produk luar negeri melalui
pengoptimalan belanja pemerintah

= Menciptakan bangsa Indonesia yang mandiri



Landasan Hukum:

- UU no 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- PP no 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

- Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres
12 tahun 2021

- Permenperin Nomor 02/ M-IND/PER/1/2014 tentang

Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri




UU no 3 Tahun 2014 tentang

85
T 86 Pemberdayaan -
PDN wajib digunakan industri Dalam Mendorong
Negeri P3DN oleh Swasta
K/LN/LPNK/SKPD dan Masyarakat
*APBN/APBD
*Pinjaman/Hibah
87 .
BUMN/BUMD/Swasta TKDN 88
*APBN/APBD Fasilitasi Pemerintah
*PPP s :
*Mengusahakan sumber Menteri Perindustrian «Preferensi harga pada PBJ
daya yang dikuasai negara *Tata cara penghitungan P

*Daftar Inventarisasi B/J PDN
*Batas minimal TKDN pada
Industri tertentu



PP no 29 tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri

P3DN ca Timnas 73 TimP3DN | ;, || Pengawasan dan Sanksi 76
P3DN Dibentuk Sanksi Administratif & Finansial
dilakukan untuk (diatur dalam pada setiap 106-110
Pemberdayaan Keppres K/LN,LPNK, Implementasi Sanksi
Industri Dalam Negeri 24/2018) SKPD Lembaga Verifikasi, Pejabat PBJ dan Produsen/Penyedia
57 61 64
PDN wajib digunakan TKDN Fasilitasi Pemerintah
K/LN,LPNK,SKPD Wajib PDN bila terdapat PDN *Preferensi harga atas PDN dengan
*APBN/APBD dengan jumlah nilai TKDN & nilai TKDN = 25%
*Pinjaman/Hibah BMP minimal 40% (dengan nilai
TKDN minimal 25%) *Preferensi harga PDN Barang paling
BUMN/BUMD/Swasta tinggi 25%
« APBN/APBRD Menteri Perindustrian menetapkan: *Preferensi harga PDN Jasa Konstruksi
*PPP «Daftar Inventarisasi B/) PDN oleh perusahaan DN paling tinggi
*Mengusahakan sumber daya *Batas minimal TKDN pada 7,5% (di atas harga penawaran
yang dikuasai negara Industri tertentu terendah perusahaan asing )



Perpres 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4
(Pasal | K/L/PD wajib menggunakan PDN, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. )
66 * Kewajiban penggunaan PDN - jika terdapat peserta yang menawarkan B/J dengan nilai TKDN + BMP minimal 40%.
* TKDN dan BMP dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.
* Pengadaan barang impor dapat dilakukan, jika barang tersebut belum dapat diproduksi di DN; atau volume produksi DN tidak
mampu memenuhi kebutuhan.
\ * LKPP dan/atau K/L/PD memperbanyak pencantuman PDN dalam katalog elektronik. y
¢ ™

pasal * Preferensi harga merupakan insentif bagi PDN pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima dan
diberlakukan untuk PBJ dengan nilai minimal di atas Rp1.000.000.000,00, diberikan terhadap B/J dengan TKDN minimal 25%.
67 * Preferensi harga untuk B/J maksimal 25% dan untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional maksimal
7,5% di atas harga penawaran terendah badan usaha asing.
* Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
* Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah HEA dan jika ada 2 atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang

\_ sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. v,
'rpasm Pimpinan instansi wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP di instansi masing-masing, melalui kegiatan audit, reviu, h

76 pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. Pengawasan dilakukan sejak perencanaan, persiapan,
pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan, dengan ruang lingkup pemenuhan nilai manfaat yang
sebesar-besarnya; kepatuhan terhadap peraturan; pencapaian TKDN; penggunaan PDN; pencadangan dan peruntukan paket untuk
usaha kecil; dan pengadaan berkelanjutan. Pengawasan dapat dilakukan bersama kementerian teknis terkait dan/atau BPKP yang
\_ hasilnya digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan PBJ. v,




Penerapan

Produk dalam negeri wajib digunakan dalam pengadaan
barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dengan Cara
» Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
= Perhitungan Bobot Manfaat Perusahaan

Dalam pengadaan barang/jasa




Apa itu TKDN ?

Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN)
adalah besarnya
komponen dalam negeri
pada:

= Barang
= Jasa

= Gabungan Barang dan
Jasa

Apa itu BMP ?

Bobot Manfaat Perusahaan adalah

nilai penghargaan kepada
erusahaan yang berinvestasi di
ndonesia karena memberdayakan:

= Usaha mikro dan usaha kecil serta
koperasi melalui kemitraan

= Memelihara kesehatan, keselamatan
kerja, dan lingkungan (K3L)

= Memiliki sertifikat sistem manajemen
mutu dan

= Memberikan fasilitas pemeliharaan dan
pelayanan purna jual




Siapa yang menentukan TKDN dan BMP ?

Ditetapkan oleh Menteri Perindustrian,
Verifikator :

- Badan Sertifikasi Nasional;

- Sucofindo; atau

- Lembaga sertifikasi lainnya.

Kita adalah PENGGUNA, dengan memanfaatkan Daftar
Inventarisasi Barang/ Jasa Produksi Dalam Negeri.



P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa




Penerapan Perhitungan TKDN
Dalam Pengadaan Barang/Jasa

«Tahap Perencanaan
«Tahap Pemilihan Penyedia

«Tahap Pelaksanaan Kontrak




Tahap Perencanaan

WAJIB mempertimbangkan TAHAPAN
kemampuan Industri Barang . Identifikasi Kebutuhan

dan Jasa Dalam Negeri :
- Kontraktor Dalam Negeri - Penetapan Barang/ Jasa
(pencantuman syarat TKDN

= Konsultan Dalam Negeri dalam KAK/ Spek)
= Fabricator Dalam Negeri « Penentuan metoda
= Shipyard Dalam Negeri pemilihan penyedia
= Barang Produksi Dalam

Negeri



Tahap Pemilihan Penyedia

TAHAPAN

- Persyaratan Komitmen : Sesuai metode

TKDN | . pemilihan penyedia yang
= Harga Perkiraan Sendiri digunakan.

(HPS) dengan Unsur .

TKDN Pencantuman syarat

TKDN sesuai ketentuan

= Pemberian preferensi

harga (apabila memenuhi
ketentuan preferensi harga)

= Target TKDN Kontrak



Kontrak dan Operation

= Monitoring TKDN
Verification

= Target TKDN Kontrak

= Post Audit (TKDN Realisasi
vs TKDN Kontrak)

TAHAPAN

= Sesuai jenis kontrak yang
dilaksanakan

= Evaluasi komitmen TKDN

= Pemberian sanksi
apabilan penyedia tidak
memenuhi komitmen
TKDN




Penerapan Perhitungan TKDN dan BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa

kan

e TKDN+BMP minimal 40%
e TKDN minimal 25%

B Dj MAKSIMAL kan

e TKDN+BMP kurang dari 40%
e TKDN minimal 15%

meaee LDi BERDAYA kan

e TKDN mulai dari 10% sampai dengan kurang dari 15%




Diwajibkan

CONTOH BARANG DIWAJIBKAN
TKDN + BMP = 40%

BMP TKDMN+ BMP
Barang Peserta TKDN (%)
Tender {%5) (58)
- F‘ A

Produksi DN A 35 Q 35 ©

Produksi DN B 26 14 40 { —

Produksi DN C 25 10 35

Produksi DN D 10 10 20
TIDAK BISA
ikut tender Impor E 0 0 0

Impor F 0 o 0

“Barang diwajibkan yaitu barang produksi dalam negeri
yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan
kebutuhan dan memiliki penjumiabhan capaian TKDN dan
capaian BMP lebih dari atau sama dengan 40% fempat
puluh persen) dan capaian TKDN barang lebih dari atau
sama dengan 25% (dua puluh lima persen)”




Dimaksimalkan

CONTOH BARANG DIMAKSIMALKAN
TKDN + BMP < 40% DAN TKDN = 15%6

Produksi DM A 35 0 35
Froduksi DN B %0 5 35
Produksi DM C 75 10 a5
TIDAK BISA Impor E O Qo 0
ikut tender -
Impclr F 0 0 0

“Barang dimaksimalkan yvaitu barang produksi dalam negeri
yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
penjumiahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari
40% (empat puluh perseratus) dan memiliki capaian TKDN
barang lebibh dari atau sama dengan 15% (lima belas persen)”



Diberdayakan

CONTOH BARANG DIBERDAYAKAN
TKDN < 15% DAN TKDN = 10%

Produksi DM iy 14 0 14

Produksi DM =] 13 5 18

Produksi DN C 12 10 22

Produksi DN D 10 10 20

ITIDAK BISA I impor = o o ©
ikut tender Impor - 0 0 0

“Barang diberdayakan yaitu barang produksi dalam negeri
yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki
capaian TKDN barang kurang dari 15% (lima belas perseratus)
dan lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus)™”



Cara Mengetahui Nilai TKDN dan BMP

» Dengan mengakses : http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php

= |si kolom pencarian berdasarkan katagori : Nama produk,
perusahaan, nomor sertifikat TKDN

= Contoh Produk : Sabun, Sarung tangan, Masker, Alat pertanian,
Notebook, Alat kesehatan

= Contoh Perusahaan : CV. Lidah Buaya, PT. Zyrexindo Media Buana
, PT Jayamas Medica Industri




Tata Cara Pencarian Produk Ber-TKDN

€ C A Notsecure | tkdnkemenperingo.d/searchphpTwhere=produkBuwhat=Kertas+ photocapy

TAMPILKAN

v

Pilih katagori

Masukan kata kunci

<
<




Hasil Pencarian

& P3IDN |Home X  + [+] - X

& c A Notsecure | tkdn.kemenperin.go.id/search.php?where=produk&what=kertas+photocopy ¥ o :

Hasil Pencarian

No. Perusahaan/Nomor dan Tgl Sertifikat Jenis Produk

[

09.03

09/11/2021 -

iR O Type here to search @ =i . S @ ¢ G 31°C Kabut ~ B3 ¢ di)




Penerapan Sanksi




Siapa yang bisa terkena sanksi ?

¢ LEMBAGA VERIFIKAS|
"L DN Pasal 106

Sanksl yang diberikan:

@ Peringatan tertulis

Pencabutan penunjukan sebagai
Lembaga verifikasi independen TKDN

)

PEJABAT PENGADAAN

Pasal 107-108
Sanksi yang diberkan:

:

Z

Peringatan tertulis

Denda administratif
Sebesar 1% (satu persen) dari nilal kontrak

pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling
tinggl Rp%00.000.000 (1ima ratus juta rupiah)

Pemberhentian dari jabatan
pengadaan Barang/Jasa

I'I’b °

o |\ Sanksiyangdiberikan

PRODUSEN BARANG/JASA
Pasal 109-110

w8

@ Pencabutan sertifikat TKDN
@ Pencantuman dalam daftar hitam

Denda administratif

+ Pengurangan pembayaran sebesar selisih antara
filai TKON penawaran dengan ilai TKON
pelaksanaan paling tinggl 15% (lima bel as persen)

+ 3 (tiga) kali nilai barangyang diimpor




Bagi Pejabat Pengadaan

Pelaku Pengadaan

A === | SANKSI ADMINISTRASI |

DENDA

PASAL 108 | ﬁ Disetor ke Kas Negara /

Pasal 107

SANKSI TERHADAP
PEJABAT PENGADAAN

Peringatan Tertulis @

meliputi :

PA

KPA

PP

K

Pokja

PP

Denda Finansial @
Pemberhentian Pejabat
Pengadaan Barang dan

Jasa

Daerah

Jika tidak dilaksanakan
akan diberlakukan
pemberhentian

Besaran sanksi finansial : 1% dari
nilai kontrak, maksimal 5oo juta

Pemberian sanksi
berdasarkan rekomendasi
dari APIP, Pejabat Pengawas
Internal dan Tim P3DN




Gambaran Di Kulon Progo




Penerapan TKDN di Kabupaten Kulon
Progo

= Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga

= Pengadaan Laptop di Sekretariat Daerah

= Pengadaan alat dan bahan Hazmat di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Rencana Aksi




Rencana Aksi

= Melakukan Sosialisasi
=Membentuk Tim P3DN

= Monitoring dan Evaluasi




Tim P3DN
Dibentuk pada:
= Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi
= Bank Indonesia
= Lembaga Penjamin Simpanan
= Otoritas Jasa Keuangan

= Perguruan Tinggi Negeri (berbadan hukum)
= BUMN/BUMD




Tugas Tim P3DN

1. Mengevaluasi, mengkoordinasi, mengawasi dan
monitoring pelaksanaan penggunaan PDN di lingkungan
masing masing instansi

2. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan
mengenai kebenaran besaran capaian TKDN antara
Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa

3. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan
penggunaan PDN yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/
Walikota masing masing






